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“... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan agama bagimu sebagai sesuatu yang

sempit (sukar).” (Q.S. al-Hajj: 78)

“Nilai suatu Rehidupan tidaRlah ditentukan oleh fama keberadaannya di mukga bumi ini,

melainkan oleh banyak Rasif sayang yang diberikan hingga tidak ada kejafiatan”
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1.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteni

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

Konsonan
I-;Iu;;f Nama Huruf Latin Nama

| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba b be

e ta t Te

& tsa s es (dengan titik di atas)

z jim j. Je

c ha h ha (dengan titik di bawah)
. kha kh ka dan ha

5 dal d De

5 dzal 2 zet (dengan titik di atas)

j ra r er

5 zai z zet
P sin $ €s
P syin sy es dan ye
> shad § es (dengan titik di bawah)
L dhad d de (dengan titik di bawah)
. tha t te (dengan titik di bawah) |
N dha z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ST koma terbalik di atas

1X




¢ gain g ge
) fa f ef
3 qaf q ki
] kaf k ka
J lam 1 el
R mim m em
3 nun n €n
P wau w we
N ha h ha
. hamzah T Apostrof
P ya ya ye
2. Vokal
a. Vokal Tunggal (monofiong)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
Kasrah i i
, Dhammah u n
IS ditulis kataba S ditulis zukira
h.lh.-“.. ditulis yazhabu
b. Vokal rangkap (diftong)
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama ]
° - fathah dan ya ai a dan i
...
o - fathah dan wawu au adanu
9.




i ditulis kaif
Je  ditulis haula

3. Maddah
Tanda dan Huruf Nama Gal?l:lrlzl%an Nama
...\ fathah dan alif atau ya i a dan garis di atas
P kasrah dan ya i 1 dan garis di atas
o A
3. dhammah dan wawu i u dan garis di atas
J8  ditulis gdla Ja ditulis gila

@A) ditulis ramd

4. Ta’ marbithah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marbiithah ada dua

a. Ta’ marbithah hidup ditulis /t/.

b.

Ta’ marbéthah mati ditulis /h/.

dayd ditulis gabidah

Ll}ii . ditulis yagfilu

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

RPE]

ditulis Talhah
ditulis al-Tahda

X1




5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

W,  ditulis rabband

w

st ditulis al-birr

6. Kata Sandang

a Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamstyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu,

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyal.l ditransliterasikan sesuati
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.

Contoh:
Al ditulis al-galamu

?7‘-*“ ditulis as-Salamu

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua

cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Ol SN ud sgd DOV ditulis Wa innalldha lahuwa khairurrdzigin

X1i




8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT - Subhdnahu Wa Ta'dla

SAW : Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
No. - Nomor

MUI : Majelis Ulama Indonesia

Q.S : Qur’an surat

tt : tanpa tahun

hlm. : halaman

t.p : tanpa penerbit

BWI : Badan Wakaf Indonesia
PPAIW . Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
uu : Undang-Undang
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BAB 1

PENDAHULUAN S

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan hukum yang telah diatur dan
ditentukan dalam nas (ayat al-Qur’an maupun hadis) adalah ketentuan hukum
yang tidak bisa dirubah ataupun ditambah-tambah. Meskipun demikian dalam
hal-hal tertentu, suatu perbuatan hukum itu dapat berubah dari hukum asalnya
yang dibolehkan berubah menjadi tidak boleh ataupun sebaliknya, sesuatu yang
asalnya tidak boleh menjadi boleh. Sesuatu yang dapat merubah hukum asal
dalam hukum Islam dikenal dengan istilah darurat. Teori darurar dalam hukum
Islam sejalan dengan intisari ajaran Islam yang mengandung prinsip dasar bahwa
Islam tidak memberatkan dan tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang

memberatkan bagi umatnya.'

Sebagaimana disebut dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 78:

colt AN o¥ .o"u’a . .-
;ﬁqg.ﬂ\@éﬁ&»b}

“ . Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan agama bagimu sebagai sesuatu
yang sempit (sukar).” (Q.S. al-Hajj: 78).”

! Muhammad al-hudari, Tarikh al-Tashri’ fi al-Islam,(Indonesia: Dar al-Thya, 1981), him. 18.

2 Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Depag, 1971),
him.157.




Prinsip kemudahan ini juga tergambar dari keterangan ayat al-Qur’an yang
! membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syara’ ketika dalam
keadaan terpaksa. Seperti tercermin dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 3;

40 11‘8,’4

soow ‘:-, : e age - wt P - .a‘p. -7
'FT-JJJ”‘JHOPGPJ)IwWFPWGMiW”'

“... Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat

dosa, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

(Q.S. al-Ma’idah: 3)

Keterpaksaan yang dimaksud adalah suatu keadaan yang tidak dicari atau
disengaja, dan kebolehan melakukan sesuatu masih dalam koridor, tidak boleh
melanggar batas-batas darurat di dalamnya.®

Prinsip kemudahan dalam Islam timbul sebagai akibat dari adanya suatu
kesukaran yang tidak bisa dihindari (darurar).

Di kalangan ulama usu/, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang
membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang di_larang adalah keadaan yang
memenuhi syarat-;yarat darurar sebagai berikut; *

1. Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan, dalam kondisj

tersebut diperlukan upaya menjaga jiwa (Hifz an-Nafs).

Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-An’am ayat 145,

} Sayyid Muhammad Rasyid Rida, Tafsirdi-Manar, Juz VI, (Libenon: Dar al-Fikr, t.t),
hlm.178.

% A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 72.
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“Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu
yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena
Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama
selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak

menginginkannya don tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang” (0.8 al-An’am: 145)

2. Keadaan darurat hanya dilakukan sekadamya dalam arti tidak melampaui
batas. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:
LaJ,w J.m u\ﬂj.i,u alle

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurar harus ditentukan menurut
kadar kedaruratannya”.’

3. Tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan yang dilarang
a
AN c":‘: ol y il
“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.°
Kejelasan mengenai darurat menjadi cukup signifikan agar tidak dipersalah

gunakan dengan tujuan untuk menghindari beban-beban kewajiban yang telah

> Talaluddin ' Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybdh Wa an-Nazdir, (Surabaya: al-
Hidayah, 1965), him. 60.

8 1bid, him. 61.



ditentukan oleh syara’ ataupun untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan atau
mengharamkan yang halal.

Salah satu tindak pidana yang pelakunya tidak bisa dihukum karena terdapat
adanya unsur darurat atau noodtoestand adalah tindak pidana pencurian karena
terpaksa. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pencurian biasa yang
dilakukan tanpa adanya unsur daya paksa dipidana dengan pidana penjara
maksimal 5 tahun. Jika dalam pencurian tersebut ada unsur daya paksa
(overmacht), maupun darurat (noodtoestand) maka pencuri tersebut dapat
terhindar dari jeratan hukum.

Sebagaimana hukum Islam, hukum positif juga mengenal adanya suatu hat
ataupun sebab yang dapat mengubah status hukum asal yang tadinya dilarang
berubah menjadi diperbolehkan karena adanya suatu sebab tertentu. Dalam
hukum positif, suatu perbutan yang dilarang dalam keadaan-keadaan tertentu bisa
menjadi diperbolehkan untuk dilakukan. Pasal 48 KUHP yang menegaskan
bahwa “orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak
dapat dipidana”.” Pasal ini mengandung arti bahwa barang siapa yang melakukan
suatu perbuatan pidana karena didorong adanya pengaruh daya paksa atau karena
terpaksa tidak dapat dipidana.

Adapun daya paksa yang terkandung dalam pasal 48 KUHP itu sendiri

terbagi kepada daya paksa yang bersifat absolut (vis absoluta), daya paksa yang

" R. Sugadhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), him. 54,




bersifat relatif (vis compulsiva), dan kaadaan darurat (noodtoestand). Dalam daya

paksa absolut, seseorang berada dalam keadaan yang memaksa untuk melanggar
hukum, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dielakkan dan ia tidak
mungkin memilih jalan lain selain melanggar hukum untuk menyelamatkan
dirinya. Misalnya seseorang yang lemah yang berdiri di dekat kaca yang sangat
mahal atau berharga diterjang oleh seorang yang lebih kuat, membuat orang yang
lemah tersebut terpental dan mengenai kaca sehingga kacanya pecah, yang dalam
hal ini terjadi adanya perusakan barang milik orang lain.?

Sedang dalam daya paksa relatif (vis compulsiva), seseorang berada dalam
keadaan yang mengharuskannya berbuat atau mengambil sikap tertentu yang pada
kenyataannya melanggar Undang-Undang tetapi disamping perbuatan yang telah
dilakukannya itu ada pilihan perbuatan lain sebagai alternatifnya, namun
perbuatan terakhir ini tidak mungkin dipilihnya berhubung resikonya lebih besar.
Seperti seorang pemegang kas dari suatu bank dipaksa oleh perampok dengan
ancaman senjata api untuk menyerahkan uang yang ada dalam kas. Jikalau ia
tidak memenuhi permintaan paksa itu ia akan ditembak mati. Pemegang kas itu
masih dapat memilih diantara menyerahkan uang itu atau mengadakan

perlawanan dengan kemungkinan besar ia akan ditembak.’

8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2002), hlm. 30.

® Mr. R Tresna, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), him.159.



Dalam keadaan darurat (noodtoestand), sescorang berada dalam suatu
keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk
menghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada
kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Misalnya untuk
menolong anak kecil yang terperangkap api dalam sebuah rumah yang sedang
terbakar (kepentingan hukum atas keselamatan anak itu sedang terancam) maka
seseorang merusak sebuah pintu rumah {melanggar kepentingan hukum atas hak
milik orang lain) untuk menolong anak itu.'®

Perbedaan antara darurat (noodtoestand) dengan kekuasaan yang bersifat
relatif ialah bahwa dalam keadaan darurat orang yang dipaksa itu sendirilah yang
memilih peristiwa pidana yang ia lakukan, sedang dalam daya paksa relatif,
inisiatif untuk berbuat ke arah perbuatan tertentu ada pada orang yang memberi
tekanan"

Berpijak pada pasal 48 KUHP di atas, maka jelas bahwa dalam keadaan-
keadaan tertentu diperbolehkan menurut hukum untuk metakukan suatu perbuatan
yang dilarang schingga orang yang berbuat tersebut tidak dianggap telah
melakukan pidana yang oleh karenanya ia tidak bisa dihukum. Hal-hal atau

keadaan-keadaan yang membolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang

10 A dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, him, 36,

'R, Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus,
(Bandung; Karya Nusantara, 1984), him. 69.




dalam hukum positif salah satunya adalah karena darurat (noodtoestand)

Sebagai contoh, perbuatan pidana menurut hukum Islam dimana
hukumannya adalah potong tangan, yaitu apabila suatu pencurian telah memenuhi
persyaratan, seperti; dilakukan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal
serta telah mencapai satu nisab dan tanpa adanya syubhar dalam barang yang
diambil tersebut. Dalam kondisi dan situasi tertentu, jenis hukuman potong tangan
dapat diganti dengan hukuman yang lain seperti hukuman yang berupa denda
ganti rugi atau bahkan bebas dari hukuman sama sekali, Keadaan-keadaan
tertentu yang dapat menyebabkan tidak diterapkannya hukuman potong tangan
karena adanya darurat yaitu suatu keadaan yang memang diperlukan untuk
mencuri dalam rangka sekedar untuk mempertahankan hidupnya dengan tidak
melampaui batas, dimana jika tidak mencuri maka kelangsungan hidup orang
tersebut akan terancam jiwanya. Tidak diterapkannya hukuman potong tangan
bagi pencuri karena terpaksa pernah terjadi di masa 4kalifah Umar bin Khatab,
beliau tidak menjatuhi hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri
karena terpaksa, dengan alasan dalam situasi kasus pencurian tersebut terdapat
adanya unsur syubhat ataupun unsur darurat, dimana pada masa itu memang
sedang terjadi peristiwa kelaparan yang sangat parah sehingga sangat
memungkinkan bahwa seseorang yang melakukan pencurian itu adalah
merupakan usaha untuk mempertahankan hidupnya. Usaha untuk

mempertahankan hidup dari ancaman kematian merupakan salah satu hal yang




dianjurkan oleh agama atau Aifz al-nafs (menjaga jiwa). Peniadaan hukuman
potong tangan dalam pencurian karena terpaksa juga bisa didasarkan pada hadis
Nabi SAW tentang perkara pidana yang di dalamnya terdapat syubhar (Idraii al-
hudiida bi as-syubhdti) yang artinya hindarilah hukuman Audud bila terdapat
adanya syubhat, dalam hal ini syubhat sebagaimana darurat itu sama-sama dapat

menggugurkan hukuman.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah, disebutkan:

UJ..L.MUPCJ.\Q.GJ‘UJP.&'I}uﬁcfjbbcci}iddmi&bb
QLR ’;_,.L».J'df.a:'i: beyp gy JB 1B 5 ol e e

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn al-Jarrah menceritakan kepada
kami,telah menceritakan kepada kami Waki’' dari Ibrahim ibn al-Fadal, dari
Sa'id ibn Abi Sya'id, dari Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW:
“Cegahlah hukuman had dalam suatu perkara yang di dalamnya kamu

mendapati jalan untuk mencegahnya”. (H.R. Ibn Majjah) "
Dalam hadis yang lain disebutkan:

L::..b—ca&.‘g_):):iuﬁu..l:-cé{:d;ﬂ}{;’cﬁiay'wcﬁoﬁjﬂ%pb:_b_
;ﬁlJyJJG‘deuycS)ﬁapgﬁj\- ;‘;Lb..\]\;b)&ﬁ,_},
¥ s 75 05 06 QAR ;,:Mx‘_,;sj,um 35 e
f,_u gla,.,gf;pj:;. skl b el Ol Py ._,u

12 Ab7 Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, Sunan bn Majjah, Juz If, (Beirut: Dar al-
Fikr, 2004), him. 52.




Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibn Aswad Abiz ‘Amr dan al-Bisr,
telah menceritakan kepada kami Mubhammad Ibn Rubai’ah, telgh menceritakan

kepada kami Yazid Ibn Ziyad ad-Damsyiqi, dari az-Zuhri dari ‘Urwah, dari

‘Aisyah berkata, Nabi telah bersabda; “Hindarilah huwkuman had terhadap
orang-orang muslim semampumuv, apabila ada Jalan keluar (dengan tidok
memberi hukuman dalam suatu perkara hudud) maka ambilah jalan itu,

sesungguhnya jika imam salah dalam memaafkan itu lebik baik daripada salgh
dalam menjatuhkan hukuman. '’

Dari keterangan di atas diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh
gambaran dan kejelasan mengenai teori darurar dalam hukum Islam may
hukum positif, serta arti penting tentang darurat itu sendiri bagi perkembangan
hukum di Indonesia pada khususnya hukum darurar,

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis bermaksud
melakukan penelitian tentang teori darurat menurut hukum Islam dan hukum
positif dalam menetapkan suatu hukurm terhadap perkara pidana khususnya pidana

pencurian yang terdapat adanya unsur darwrar. Untuk it penulis akan
membahasnya dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk Judul “TEQRI
DARURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN,

** Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Surrah, Sunan al-Tirmidzi, Juz III, (Kairo; Dar al-Hadis,

2005), hlm. 453,
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B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman baik dalam keluasan pembahasan atan
penyempitan makna, maka penulis akan memberikan penegasan istilah dalam
judul tersebut, sebagai berikut;
1. Teori darurat
Teori adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa
kongkret, gambaran mental dari obyek, proses, atau apapun yang ada di luar
bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memenuhi hal-hal lain."* Hampir
sama dengan konsep, akan tetapi perbedaannya konsep belum jelas sedangkan
teori sudah jelas. Kemudian, darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak
tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, atay Jjuga bisa
diartikan keadaan terpaksa.'

2. Hukum Islam dan hukum positif

Hukum Islam adalah ketetapan Allah SWT (dan Rasul-Nya) yang
berhubungan dengan perbuatan mukallaf dengan perintah, pilihan atay
ketetapan. atau perintah Allah Swt dan Rasul-Nya baik perintah untuk

mengerjakan sesuatu, atau perintah untuk meninggalkan sesuatu atau

* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), him. 456.

" Ibid, him.186.
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larangan, atau menerangkan kebolehan (mubah) mengerjakan sesuatu atay
sebagai suatu anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkannya, '¢

Jadi Hukum Islam dalam penulisan skripsi ini adalah kaidah, azaz,
prinsip atau aturan tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang
didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah maupun pendapat sahabat dan tabi’in
maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat
Islam."

Adapun hukum positif adalah hukum yang berlaku di suaty tempat
(negara) Indonesia pada suatu saat’ Yakni ketentuan-ketentuan hukum
sebagaimana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP, maupun peraturan;
peraturan lain, yang berlaku di Indonesia.

3. Tindak Pidana pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).”

Sedangkan pencurian adalah perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin

atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, 2

' Muhammad Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiki, (Takarta: Pustaka firdaus 1994)
him. 106, B

"7 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 11, (Jakarta: Ichtiar Bary Vanhoeve,
2003), him. 575.

'® Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 368,

9 W IS. Poerwadarminta, Xamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
him. 1074. ,

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasq
Indonesia, hlm. 177,
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Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah teori darurat dalam
pandangan hukum Islam (yang bersumber baik dari al-Qur’an, hadis Nabi,
serta pendapat-pendapat para ahli hukum Islam) dengan membandingkannya
dengan hukum positif (sebagaimana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP

di Indonesia) terhadap tindak pidana pencurian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok

yang akan diteliti adalah:
1. Apa yang dimaksud dengan darurat dalam perbuatan pidana?

2. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang darurat dalam

perbuatan pidana pencurian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memahami arti darurat dalam perbuatan pidana.

b. Untuk memahami pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang

darurat dalam perbuatan pidana pencurian.
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2. Manfaat Penelitian
1) Manfaat Teoritis
Secara Teoretis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
teori darurat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap
tindak pidana pencurian.
2) Manfaat Praktis
Menambah kahasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama

' dalam bidang hukum Islam dan Hukum Positif dan juga sebagai

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan., baik
| dalam bidang hukum Islam maupun positif, khususnya pada teori darurat
terhadap tindak pidana pencurian, schingga dapat bermanfaat bagi

pemikiran-pemikiran hukum selanjutnya.

'E. Telaah Pustaka
Pembahasan mengenai darurat sudah banyak dijumpai dalam buku-buku

usul figh, seperti buku kaidah-kaidah hukum Islam, dan hukum pidana Islam atau
fikih jinayah serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan pembahasan
darurat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Menurut Wahbah az-Zuhaily darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau
kesulitan yang amat berat kepada din manusia, yang membuat dia khawatir akan

terjadinya kerusakan atau hawatir akan datangnya sesuatu yang menyakiti jiwa,

;
I
|
|
|
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anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, keturunan dan yang bertalian

dengannya.”

Dalam kitab al-Asybah Wa an-Nazdir, Jalaluddin *Abdurrahman Ibn Abi
Bakr al-Suyuthi, menjelaskan bahwa darurat (keadaan sempit dan mendesak yang
tidak diinginkan) sebagai salah satu hal yang dapat menghapus ketentuan hukum
yang terasa memberatkan, merupakan salah satu kaidah fikih lima yang pokok
dalam hukum Islam. Kaidah tersebut berbunyi Jia Dkl yang berarti madarat
itu dapat dihilangkan, sedang cabang dari kaidah pokok tersebut adalah kaidah
i yshalll xi8 Siykall yang  berarti bahwa madarar itu  dapat
memperboleﬁkan yang dilarang, tetapi apa yang diperbolehkan karena darurat itu.

harus diperkirakan kadar kedaruratannya *

R. Sugandhi dalam buku KUHP Dan Penjelasannya memberikan penafsiran

terhadap pasal 48 KUHP tentang daya paksa yang termasuk pula mengenai
darurat, bunyi pasal tcrseiaut adalah “orang yang melakukan tindak pidana karena
pengaruh daya paksa tidak dipidana” dengan artian bahwa kalimat “karena
pengaruh daya paksa” berarti daya paksa baik yang bersifat lahir, batin, rohani
maupun jasmani. Sedang daya paksa yang tak dapat dilawan ialah kekuasaan

yang besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang 2

M Wahbah az-Zuhailly, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum

Positif, terj. Said Agil Husein Al-Munawwar, (Jakarta: Gaya Media Utama, 1997), hlm. 72.

22 [alaluddin ’Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah Wa an-Naz3ir, him. 60,

R Sugandhi, KUHP Dan Penjelasannya, him. 54.
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Bambang Purmomo dalam 4sas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa
daya paksa yang disebut dalam pasal 48 KUHP memberikan dasar tentang tidak
dipidananya suatu perbuatan karena didorong oleh keadaan memaksa. Yang
dimaksud dengan daya paksa adalah suatu kekuatan, paksaan, tekanan yang tidak
dapat dielakkan. Secara tradisionil bentuk-bentuk daya paksa adalah:

1. Overmacht absolut (Vis absoluta).
2. Overmacht relatif (Vis compulsiva).
3. Keadaan darurat (Noodtoestand).”

Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, Moeljatno mengemukakan
pendapatnya van Hammel bahwa daya paksa merupakan ajasan pernbenar,'akan
tetapi menurut van Hattum dalam pasal 48 KUHP hanya ada alasan pemaaf.
Perbuatan yang dilakukan tetap melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa
dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Terhadap perbuatan-perbuatan yang
jelas tidak bersifat melawan hukum tidék boleh dimasukkan dalam pasal 48
KUHP, oleh karena itu tidak dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan-
perbuatan itu.”’

Karya-karya sebagaimana yang penulis paparkan di atas, kesemuanya
membahas dan menjelaskan keadaan-keadaan ataupun hal-hal tertentu yang

menyebabkan hilangnya hukum asal yang semula dilarang menjadi sesuatu yang

194

4 Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), him.

25 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana... him. 142
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kemudian diperbolehkan, keadaan-keadaan tertentu tersebut dalam hukum Islam

maupun hukum positif salah satunya dikarenakan oleh keadaan darurat. Akan

tetapi pembahasan tentang darurar sebagaimana tersebut di atas masih bersifat

global dan belum secara spesifik menjelaskan tentang pengaruh serta akibat

hukum dari darurat itu sendiri terhadap perkara pidana pencurian baik dalam

hukum Islam maupun hukum positif, sehingga dari pembahasan yang masih

bersifat global tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian

secara lebih lanjut dan lebih mendalam terhadap masalah pengaruh darurat

terhadap perkara pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif.

F., Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber
datanya diperoleh dari kepustakaan® Penelitian pustaka (Zibrary research)
yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan,
mereduksi dan-menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis
tentang pidana penjara yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam,

untuk dilihat dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam.

Metode Pengumpulan Data

him. 13.

%8 Soejono Soekanto, Penelitian Hulum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
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Metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
dirumuskan dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi
adalah metode mencari data mengenai data-data atau variabe] yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,
agenda dan lain sebagainya.?’

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh
langsung dari subjek peneliti dengan rneng.gunakan alat pengukuran atay
alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang
dirinci.”®

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi SAW, KUHP dan KUHAP yang
berkaitan dengan masalah darurat.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh darj pihak lain atan
sumber yang mengutip dari sumber lﬁin, tidak langsung diperoleh oleh

peneliti dari subyek penelitiannya®,

*7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suaty Pendekatan Praktek, cer. I, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1993), him. 23.

2 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Iimiah, (Bandung: Tarsito, 1982), him. 163

¥ Ibid, him. 134.
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Sedang buku-buku yang termasuk dalam data sekunder dalam
penelitian ini adalah:
1. Jalzluddin ‘Abdurrahman as-Syuyuti; al-Asybah Wa an-Nazdir FT al-
Furu’
2. *Abdul Qadir “Audah, al-Tasyri’ al-Jina'iy al-Islamiy
3. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana
4. R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-
Delik Khusus
5. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia
4, Analisis Data |
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Metode Content Analysis
Menurut Holsti, content analysis adalah teknik yang digunakan untuk
mencari kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang

dilakukan secara objektif dan sistematis.” Metode ini penulis gunakan

dalam penulisan skripsi ini dalam bab empat.

3 Soejono H. Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, cet ],
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him, 13-14.
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b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data

atau pendapat yang berbeda, dengan membandingkannya schingga

diketahui pendapat yang lebih kuat® Dalam hal ini membandingkan
antara teori-teori darurat dalam tindak pidana pencurian antara hukum

Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka
penulis membuat sistematika penulisali yang terdiri dari lima bab dengan uraian
sebagai berikut:

Bab I. Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah

pustaka dan sistematika penulisan,

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang teori pidana dan pemidanaan menurut
hukum Islam dan hukum positif yang meliputi; pengertian pidana
menurut hukum Islam dan positif, dasar-dasar pemidanaan menurut
hukum Islam dan hukum positif, macam-macam pidana menurut hukum

Islam dan hukum positif, unsur-unsur pidana menurut hukum Islam dan

hukum positif.

31 Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), him. 26.
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Bab III: Berisi pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang darurat serta

Bab IV:

tindak pidana pencurian yang meliputi; pengertian darurar menurut
hukum Islam dan hukum positif, macam-macam dadurat menurut
hukum Islam dan hukum positif, kriteria darurat menurut hukum Islam
dan hukum positif, pengertian tindak pidana pencurian menurut hukum
Islam dan hukum positif, dasar hukum dilarangnya tindak pidana
pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif, unsur-unsur pidana
pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif.

Analisis persamaan dan perbedaan teori darurat antara hukum Islam dan .
hukum positif terhadap tindak ptdana penbur:ian yang meliputi; dampak
adanya darurat terhadap tindak pidana pencurian menurut hukum Islam

dan hukum positif, persamaan dan perbedaan teori darurat menurut

hukum Islam dan hukum positif.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.




TEORI PIDANA DAN PEMIDANAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Islam
Istilah pidana dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah
Jarimah atau jinayah, baik kata jarimah maupun Jinayah mempunyai arti yang
sama dan merujuk pada satu pengertian hukum yang sama pula..

Adapun pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-

Mawardi adalah:

‘l
ne,ntﬂ'a PP o e G 0w w o e M eia

)JJ,.,} MLG‘PJM&\):-JMJMQ\JWFJ\FJ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’
yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir "'

Sedang menurut Abdul Qadir Audah jinayah ataupun jarimah

diartikan sebagai:
J.!JJJ-‘JJLA M&M‘@j;\y ‘L;;”rfvﬁ("’"‘bb‘ju

“Jinayah adalah merupakan nama bagi suatu perbuatan yang

dilarang oleh syara’. Adakalanya baik perbuatan tersebut mengenai

LER

Jjiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda”.

| Abii al-Hasan Ali Ibn Muhammad Tbn Habib al-Basyri,( al-Ahkam as-Sultaniyah, cet 111,
(Kairo: Dar al-Fikr, 1960)hlm 219.

21
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Berdasarkan pengertian jarfmah dan jindyah sebagaimana tersebut di
atas maka istilah pidana menurut hukum Islam merupakan istilah yang
mengacu pada perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara’ yang dapat
mengancam keselamatan jiwa (seperti pemukulan, pembunuhan), keselamatan
harta benda (seperti pencurian, perampokan) atau lainnya, dan akibat dari
perbuatan tersebut seseorang yang melakukannya dapat dikenai hukuman sad
ataupun ¢a'zir. Dengan kata lain, hukum pidana Islam juga bisa diartikan
sebagai segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban-dan dimintai pertanggungjawabannya) sebagai hasil dari
pemahaman atas dalil hukum syara’ yakni al-Qur’an dan hadis Nabi SAW.

Larangan-larangan yang berasal dari ketentuan syara’ hanya ditujukan
kepada orang yang berakal sehat, karena mampu memahami maksud
ketentuan tersebut dan sanggup menerimanya. Hal ini karena hukum pidana
yang berasal dari ketentuan-ketentuan syara’ merupakan suatu beban
sehingga si penerima haruslah orang yang mampu memahami dan
menyanggupinya.

Paham artinya mengerti isi kewajiban (perintah dan larangan),
sedangkan sanggup artinya dapat mengerjakan atau meninggalkan perbuatan

terscbut. Dengan demikian orang gila atau anak kecil yang tidak mengerti atau

2 <Abd al-Qadir ‘Audah, at-TasyrI’ al-Jindiy al-Isidmi, Juz 1, (Suriz: Muassasah ar-Risalah,

1992), him. 67.
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tidak paham isi perintah serta orang yang tidak kuasa memikul beban karena
suatu sebab tertentu bukan merupakan obyek hukum pidana Islam.?

Adapun yang dimaksud dengan pemidanaan di sini adalah hukuman,

sedang arti hukuman secara bahasa berasal dari bahasa Arab ‘agaba (-’.4._13’:.

~a AL . . N
43'93c) yang berarti siksaan atau penderitaan,

Menurut istilah dalam hukum pidana Islam, hukuman atau ‘ugibah

ialah:

A 0

¢ ad W olas (Lo A WA j,j.'aﬁ S ::34:];

“Hideuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’
yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat™.’ .

Dari pengertian hukuman sebagaimana yang dikemukakan ‘Abdul al-
Qadir ‘Audah di atas, dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan
setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain

menjadi korban akibat perbuatannya yang melanggar perintah syara’.

Maksud syara’ mensyari’atkan adanya hukuman adalah untuk
mencegah terjadinya kejahatan di antara manusia (masyarakat) agar
kehidupan atau kemasiahatan manusia atau masyarakat tersebut tetap terjaga,

memberikan pengajaran kepada si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi

14.

3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Istam; Figih Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him.

4+ Abdul 2l-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jind iy al-Islami, him. 609.
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perbuatannya lagi, serta mendidik si pelaku kejahatan agar dapat bertaubat
dan menjadi orang yang baik dan taat kepada hukum.

Oleh karena salah satu tujuan hukuman adalah pencegahan, maka
besarnya hukuman tidak boleh kurang atau lebih dari batasan yang
diperlukannya, dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam
menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari‘at Islam
juga mengusahakan kebaikan terhadap diri si pembuat sebagat tujuan utama,
karena seseorang yang melakukan perbuatan jahat atau pidana akan dibenci
dan dihindari oleh masyarakat dan dianggapnya sebagai orang yang jahat
yang perlh dijauhi, dengan demikian penjauhan manusia terhadap tindak
pidana bukan karena semata-maia takut akan hukuman, melainkan karena
kesadaran diri bahwa penjauhan terhadap tindak pidana itu sangat perlu untuk
menjaga harga diri, nama baik serta hubungannya dengan manusia di

masyarakat, juga hubungannya dengan Tuhan. -

. Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, hukum
pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya

kepada pelaku®

5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet Il, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 6.
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Menurut C.S.T Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur

tentang  pelanggaran-pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan terhadap

| kepentingan umum, dan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu
'( penderitaan atau siksaan.®

Menurut R. Soesilo, untuk dapat memahami pengertian hukum pidana
terlebth dahulu harus mengetahui apa yang dinamakan istilah tindak pidana.
| | Istilah tindak pidana menurutnya ialah, sesuatu perbuatan yang dilarang atau
diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan,
maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.
Adapﬁn kumpulan dari seluruh tindak-tindak pidana inilah yang disebut
dengan hukum pidana, yaitu hukum pidana materil. Sedang kumpulan dari
seluruh tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam aturan perundang-
undangan guna menjamin terlaksananya hukum pidana materil ini disebut
dengan istilah hukum pidana formil’

Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat dan
tidak bisa dipisahkan, karena bukan merupakan hukum pidana atau perbuatan
pidana jika suvatu perbuatan yang dilarang oleh hukum itu tidak diserta
adanya ancaman yang jelas dalam Undang-Undang atau hukum tersebut.

Karena itu, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum

 C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balaj
Pustaka, 1989), him. 257.

7 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus
(Bandung: Karya Nusantara, 1984), him. 6-7. ’
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dilarang akan tetapi hukum tersebut tidak secara tegas menyebutkan jenis
ancaman yang dapat dijatuhkan maka orang tersebut tidak dapat dikatakan
telah melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga bukan merupakan suatu
perbuatan atau tindak pidana jika perbutan yang dilarang oleh hukum
dilakukan sebelum berlakunya atau diundangkannya hukum tersebut yang
melarang dan secara tegas menyebutkan jenis hukumannya atau yang dikenal
dengan istilah Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.
Pengertian pemidanaan atau hukuman menurut hukum positif sering

disamakan dengan istilah pidana, yang berarti suatu penderitaan yang sengaja

'dijatuhkan atan diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah
melanggar larangan hukum pidana.®

Menurut Sudarsono, kata pidana dapat diartikan dengan hukuman,
karena hal ini sejalan dengan maksud dari ketentuan-ketentuan yang ada
dalam KUHP,? seperti diantaranya ketentuan “barangsiapa dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima belas rahun”. Kata-kata dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun itu mengandung arti

bahwa pelaku pembunuhan secara sengaja itu akan diancam dengan hukuman

24.

8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), him.

9 Qudarsono, Kamus Hukum, Cet IL, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 361.




27

penjara lima belas tahun. Dengan demikian sangatlah pas apabila kata pidana
diartikan dengan hukuman.

Dalam penjelasan lain, pidana atau hukuman menurut hukum pidana
adalah reaksi atas delik (tindak pidana) yang banyak berwujud suatu nestapa
atau penderitaan yang dengan sengaja dijatubkan oleh negara atau hakim
dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang hukum
pidana.’® Dengan demikian, maka hukuman yang biasa diberikan oleh orang
tua kepada anaknya, atau seorang guru kepada muridnya, demikian pula
hukuman disipliner yang diberikan oleh pejabat kepolisian atau tentara kepada
anak buahnya karena melanggar peraturan tata-tertib, tidak termasuk
pengertian hukuman dalam pembahasan ini (hukuman dalam hukum pidana).

Jadi dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang menganut asas
praduga tak bersalah (presumption of innocent) pidana atau hukuman sebagai
reaksi atas delik yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pada vomis hakim
melalui sidang peradilan atas terbukiinya perbuatan pidana yang dilakukan,
apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Tujuan utama adanya pidana atau sanksi hukuman dalam hukum
pidana adalah untuk ketertiban, yang secara khusus dapat disebut demi untuk
terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan

hukum yang dilindungi, untuk menjamin kepastian hukum, untuk membatasi

10 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaa, him. 9.
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kekuasaan negara, dan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat

untuk melanggar hukum pidana.

B. Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pemidanaan
1. Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam, terdapat beberapa sumber hukum baik yang telah
disepakati kehujjahannya seperii al-Qur’an, hadis Nabi SAW, fjma’ dan Qiyas
maupun yang belum disepakati kehujjahannya seperti Istihsan, Istishab,
Maslahah al- mursalah, ‘Urf, Mazhab sahabat, dan SyarT’ah sebelum Islam.
Bagi hukum pidana Islam formal (acara pidana) maka semua sumber
hukum yang disebutkan di atas bisa dipakai. Akan tetapi dalam hukum pidana
[slam materiil yang berisi ketentuan macam-macam jarimah dan
hukumannya, maka sumber hukum yang bisa dipakai hanya ada empat macam
yaitu, al-Qur’an, hadis Nabi SAW, ijma’ dan giyas."
Dalam al-Qur’an, beberapa ayat yang bisa dijadikan dasar hukum

pidana dan pemidanaan diantaranya adalah:

A G - .' e L | ,’JQJJ

Y tﬂ;ww\w; c@‘”‘*wos‘fﬂ‘wa‘t}"u‘ﬁ
ke e 3§

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan ser;gaj'a maka
balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”

(0.S. An-Nisa: 93).

U Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), him. 21.
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T aki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah SWT, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(O.S. al-Maidah: 38).
Hadis sebagai sumber hukum pidana Islam bisa berupa kata-kata atau

perbuatan atau penetapan, atau yang dikenal dengan sunnah qauliyah, sunnah

fi'liypah, dan sunnah tagririyyah.
Salah satu hadis Nabi yang bisa dijadikan sumber hukum pidana Islam

dan pemidanaan adalah:

ﬁ‘ﬁjom’&w‘a”waﬁ“UFcM‘ﬁwb;
T ": ’0’/&’!‘ ’f‘\:Jﬁ r Tnl TG ¢ ok o - -
\}:L;- :;._l;')ag:lr-ml(}.aml J}:») Je Je l_’..dl:ﬂ-“o.g 3:\.:.9&9(5.3&\33“
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af oL ‘01’01 "Ky ’// ﬂ: gfﬂj- Yo
“"-':““:;"”J?Lfil”zg‘,“’,:'gih ‘5{‘{““3‘9}“”"(}‘?’”‘&&"}“& (&P
(ploms o ) ey B A5 2 L

“Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Yahya At-Tamimitelah
menghabarkan kepada kami Hasyim dari Mansyur dari Hasan, dari Hithan
Ibn ‘Abdillah al-Raqasyt dari ‘Ubadah Ibn Samit ia berkata: telah bersabda
Rasulullah SAW: Ambillah dariky, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah
memberikan jalan keluar (hukuman) untuk mereka (para pezing). Perjaka dan
gadis hukumannya hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu
rahun, dan janda dengan duda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (HR.

Mouslim)”. 2

12 ap] Zakaria Yahya Ibn Syarraf an Nawawi, Sahilt Muslim, Juz II, (Keiro: Dar al-Fikr,
2000.), hlm. 48.
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Ijma’ atau kebulatan pendapat semua ulamna Islam atas svatu pendapat
(hukum) yang disepakati oleh mereka, yang dapat dijadikan sumber hukum
pidana Islam dan pemidanaan haruslah kesepakatan hukum yang berdasar
kepada al-Qur’an dan hadi$ Nabi SAW, karena ijma’ tidak boleh didasarkan
atas kesukaan hati mereka sendiri, melainkan harus ditegakkan atas aturan-
aturan syara’ yang umum dan jiwa syara’, jika tidak terdapat adanya nas dari
al-Qur’an dan sunnah.

Sebagaimana fjma’, Qiyas juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum
pidana Islam dan pemidanaan. Adapun yang dimaksud Qiyas adalah
mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dalam nas
dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya dalam nas, karena

antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaannya, baik dalam

segi sebab atau Jlamya."

. Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, sumber utama hukum pidana dan pemidanaan terdapat
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan
perundang-undangan hukum pidana lainnya, selain itu juga masih
memungkinkan adanya sumber hukum dari hukum adat atau hukum rakyat

yang masih hidup."

13 M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him. 59.

14 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), him. 23.
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Pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam KUHP
merupakan sumber-sumber hukum pidana yang termasuk dalam kategori
tindak pidana umum (tindak-tindak pidana yang hanya diatur dalam KUHP
dan KUHAP), sedang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak
termaktub dalam KUHP merupakan sumber hukum pidana bagi tindak pidana
khusus (tindak-tindak pidana yang diatur di luar KUHP) seperti tindak pidana
subversi (Penetapan Presiden No 11 Tahun 1963), tindak pidana korupsi
(Undang-Undang No 31 Tahun 1999), tindak pidana ekonomi (Undang-
Undang No 7 Tahun 1955), dan lain-lain.

Selain KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP, hukum adat juga
bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk merumuskan hukum pidana dan
pemidanaannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 104 ayat 1 UUDS
dinyatakan bahwa hakim kalau menjatuhkan hukuman harus mendasarkan
putusannya itu pada undang-undang atau hukum adat.”

Dalam pasal tersebut telah ditegaskan dengan istilah hukum adat,
dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum adat merupakan salah satu
elemen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum pidana

dan jenis hukuman atas suatu perbuatan pidana,

** Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung; Tarsito, 1996), him. 15,
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C Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut hukum Islam

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah
memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa
unsur yang bersifat umum dan unsur yang bersifat khusus. Unsur umum
berlaku untuk semua jenis pidana sedang unsur khusus hanya berlaku untuk
beberapa jenis pidana tertentu.

‘Abdul al-Qadir ‘Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum
untuk suatu tindak'pidana ada tiga macam:

1). Adanya Nas (g Ll cELM) yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu
dan disertai ancaman hukumannya.

Pernyataan tentang larangan dari nas harus datang (sudah ada)

sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan

tersebut datang setelah perbuatan texjadi, ketentuan tersebut tidak dapét

diterapkan. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut:

LA

WMJEPYJWJD-Y

“Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nas (aturan) » 16

DAl 0 SN JY (88 Y

16 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan

Masalah-Masalah Yang Prakiis, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 139.
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“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya
ayat”.”

Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah (gl E}S‘ﬂ), baik
berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan
yang diharuskan.

Dalam unsur ini si pelaku perbuatan pidana haruslah benar-benar
telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata merugikan orang lain atau
perbuatan yang bersifat melawan hukum baik bersifat aktif dalam arti
mejanggar peraturan, maupun bersifat pasif yang berarti meninggalkan
suatu kcévajiban yang mesti dilakukan berdasarkan hukum atau Undang-

Undang.

Pelaku kejahatan atau pidana adalah orang yang dapat menerima khitab

atau dapat memahami taklif (2 550, artinya pelaku kejahatan tadi

_ adalah seorang mukallaf atau orang yang sudah dewasa yang - dapat

dimintai pertanggungjawaban hukumnya sehingga ia dapat dituntut atas
kejahatan yang ia lakukan.

Oleh karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana) haruslah orang
yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima
beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah
orang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena Aitab (panggilan) dan

taklif (pembebanan).

17 1bid., him. 140.
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Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam hukum pidana Islam
terdapat unsur yang bersifat umum dan unsur yang bersifat khusus dimana
unsur vang bersifat umum berlaku dan harus ada dalam setiap tindak
pidana, maka unsur yang bersifat khusus hanya berlaku dan hanya ada
dalam beberapa tindak pidana tertentu dan berbeda antara jenis tindak
pidana yang satu dengan jenis tindak pidana yang lain. Sebagai contoh,
memindahkan (mengambil) harta benda orang lain secara sembunyi-
sembunyi merupakan unsur yang harus ada pada pidana pencurian,
mengambil harta benda milik orang lain secara terang-terangan dengan
paksaan adalah unsur yang harus ada dan hanya ada dalam pidana
perampokan, menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur tertentu
dalam kasus pidana pembunuhan, bersetubuh dengan orang lain yang

bukan suami ataupun istrinya adalah unsur yang khusus ada dalam kasus

pidana perzinaan, dan lain sebagainya.

5. Unsur-unsur tindak pidana menurut hukum positif

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif setidaknya dapat

dibedakan kepada unsur secara teoritis dan unsur menurut Undang-Undang.

1.

Secara teoritis unsur suatu tindak pidana adalah:

Adanya perbuatan

2. Yang dilarang (oleh peraturan hukum)

18 A dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, him. 78.
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3. Adanya ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)."”

Perbuatan yang dimaksud di sini adalah rangkaian perbuatan atau hasil
perbutan dari manusia, karena yang dituju oleh hukum pidana adalah manusia,
bukan hewan atau benda mati. Perbuatan manusia tersebut haruslah
merupakan suatu perbutan yang jelas dilarang oleh aturan hukum yang ada,
seandainya yang dilakukan oleh seseorang bukan hal yang dilarang oleh
hukum atau peraturan yang ada, maka bukanlah merupakan perbuatan pidana
atau kesalahan. Asas hukum pidana menyatakan bahwa “tidak ada hukuman
kalau tidak ada kesalahan”, (4n act does not make a person guilty unless the
mind guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea).’ Selain unsur perbuatan
manusia, yang dilarang oleh hukum, juga harus ada unsur bahwa perbuatan
yang dilakukan sescorang tersebut diancam dengan ancaman pidana yang
jelas isi dan jenisnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
yang mengaturnya.

Secara Undang-Undang unsur suatu tindak pidana sebagaimana yang
tersirat dalam KUHP terdapat adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana:

1. Unsur tingkah laku atau adanya perbuatan
2. Unsur melawan hukum

3. Unsur kesalahan

19 tpid., hlm. 79.

20 [ eden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

21 A dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, him. 81.
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4. Unsur akibat konstitutif

5. Unsur keadaan yang menyertai

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari ke 8 (delapan) unsur tersebut di atas, dva unsur di antaranya
yakni unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif,
sedang selebihnya merupakan unsur obyektif.

Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan dalam tindak pidana terdiri
dari tingkah laku aktif (handelen) ataupun pasif (nalaten). Dari sudut undang-
undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum
perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) dengan dimuatnya
sebagai sesuatu yang dilarang dalam Undang-Undang, artinya sifat terlarang
atau dilarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan
perundang-undangan.

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin
seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini
selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan dalam
hukum pidana merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pertanggung
jawaban atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana yang terdiri

dan kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpal.
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Unsur akibat konstitutif atau unsur adanya akibat terbagi kepada dua

hal yaitu, Pertama akibat konstitutif yang disebutkan secara tegas dalam

rumusan tindak pidana misalnya tentang tindak pidana perkosaan dalam pasal

285 KUHP, terjadinya persetubuhan adalah unsur akibat konstitutif dari
| perbuatan memaksa. Kedua akibat konstitutif yang tidak secara tegas

|
] disebutkan dalam rumusan tindak pidana tetapi unsur akibat konstitutif itu

=

sudah dengan sendirinya ada atau terdapat dan melekat pada unsur tingkah

lakunya misainya pada pembunuhan (338 KUHP), akibat konstitutifnya yaitu

. berupa hilangnya nyawa orang lain, dengan sendirmya terdapat pada
perbuatan menghilangkan nyawa.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan.
Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana
:. dapat mengenai cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya perbuatan
dilakuan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukannya
tindak pidana dan waktu dilakukannya tindak pidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat
pada tindak pidana aduan, yakni tindak pidana yang hanya dapat dituntut
pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu kepada yang berwajib.

Seperti, pidana perzinaan (284 ayat 2 KUHP), penghinaan (310-318 KUHP),

pencurian dalam keluarga (362-365 KUHP). Syarat pengaduan bagi tindak
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pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk
dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah berupa
alasan untuk diperberainya pidana dan bukan syarat untuk terjadinya atau
syarat selesainya tindak pidana. Unsur ini bukan merupakan unsur pokok
tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi
tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (354 KUHP),

kejahatan ini dapat terjadi (ayat 1) walaupun akibat luka berat tidak terjadi

(ayat 2). Luka berat hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya
pidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang
menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah
perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu

tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

D Macam-Macam Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Macam-macam tindak pidana dan pemidanaan menurut hukum Islam
Dalam hukum Islam, jarimah (pidana) terbagi kepada beberapa
macam jenisnya, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan peninjaun

dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi berat ringannya, ditinjau dari segi
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'll'i segi waktu tertangkapnya, ditinjau dari segi cara
njau dari segi obyeknya, dan ditinjau dari segi tabiatnya.”
segi berat ringannya hukuman
segi berat ringannya hukuman, jarimah (pidana) dibagi
/a bagian yaitu:”
mah hudid
rimah gisas dan diyat
Jarimah ta’zir
* Jarimah hudiid adalah pidana yang diancam dengan hukuman /ad,
yaitu hukuman yang teldh ditentukan oleh syara’ mengenai macam dan
/ jumlahnya dan menjadi hak Tuhan? Dengan demikian maka hukuman
tersebut tidak mempunyai batas tertinggi dan batas terendah. Oleh karena
hukuman had merupakan hak Tuhan berarti hukuman tersebut tidak bisa
dihapuskan baik oleh perseorangan ataul:')un oleh masyarakat yang
diwakili oleh negara.
Adapun yang termasuk dalam Jarimah (pidana) hudid adalah

pidana zina, pidana gazaf, pidana syurb al-khamr (meminum minuman

———————

22 Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘Ald Mazahib al-Arba'ah,Juz V, (Mesir: al-Maktabah At-
Tijariyah al- Kubra, 1969), him.8.

23 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Figih Jinayah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), him. 17. :

24 Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidanai Islam , hlm. 7.
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keras), pidana pencurian, pidana perampokan, pidana murtad (pindah
agama), dan pidana pemberontakan,

Jarimah qisas diyat adalah pidana yang diancam dengan hukuman
gisas atau diyat yang sudah ditentukan hukumannya oleh syara’™ Yang
termasuk kepada pidana gisas diyat adalah (1) pembunuhan sengaja/ al-
gatl al-‘amd, (2) pembunuhan semi sengaja/ al-gat! syibh al-‘amd, (3)
pembunuban karena tidak sengaja/ al-gatl Al- khata’, (4) penganiayaan
sengaja/ al-Jarh al-‘Amd, (5) penganiayaan tidak sengaja/ al-Jarh al-
Khata'.

Jarimah ta’zir ialah pidana yang diancam dengan hukuman ta ’é?r,
yakni hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan
pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau
diyat® Yang termasuk jenis pidana ini adalah pidana yang selain pidana
hudiid dan gisas diyat.

2). Ditinjau dari segi niat

Dari segi niat jarimah atau pidana itu dibagi menjadi dua bagian

yaitu:

a. Jarimah sengaja
b. Jarimah tidak sengaja®’

25 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , hlm. xi.

26 Zainuddin Ali, Hukum Islam; Pengantar Hukum lslam di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 129,

27 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih Jinayah , him. 22.
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Pembagian tersebut didasarkan atas niatan si pembuat. Pada
Jjarimah sengaja si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya,
sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah). Sedang pada
jarimah tidak sengaja si pembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan
yang dilarang, akan tetapi terjadi karena kekeliruannya.

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah terbagi kepada

dua bagian, yaitu:
a. Jarimah tertangkap basah
b. Jarimah yang tidak tertangkap basah™

Dari segi pembuktian, pembagian seperti imi sangat penting,
apabila pidana yang dilakukan adalah pidana Audiid dan pembuktiannya
dengan saksi seperti dalam kasus pidana perzinaan, maka dalam jarimah
yang tertangkap basah para saksi harus melihat dengan mata kepalanya
sendiri, apabila pidana yang pembuktiannya dapat dilakukan dengan selain
alat bukti saksi, maka tidak diharuskan pelaku pidana dalam keadaan

tertangkap basah diketahui orang lain untuk dapatnya ia dipidana

4). Ditinjau dari cara melakukannya

Dari segi cara melakukannya, jarimah terbagi kepada :

a. Jarimah positif

e ———

28 rpid, hlm. 24.
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b. Jarimah negatif®

Pembagian tersebut didasarkan atas tinjauan apakah pidana yang

diperbuat terjadi dengan perbuatan nyata ataukah dengan sikap tidak
berbuat, atau apakah perbuatan yang diperbuat itu diperintahkan atau
dilarang.

Jarimah positif terjadi karena mengerjakan perbuatan yang
dilarang, seperti mencuri, zina, membunuh dan sebagainya.

Jarimah negatif terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan
yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat dan sebaginya.

Selain jarfmah positif dan negatif, sebenarnya masih ada bentuk
lain, yaitu yang disebut Jjarimah positif dengan jalan negatif. Para fugaha'
sepakat bahwa Jjarimah positif bisa terjadi dengan cara tidak berbuat
(negatif) dan pembuatnya dijatuhi hukuman Kkarenanya. Misalnya
menahan orang lain dan tidak memberinya makan dan minum, sehingga

mati karena lapar dan haus. Penahanan seperti itu dianggap pembunuhan

dengan sengaja, kalau dengan tidak memberinya makan dan minum ity

dengan maksud untuk membunuhnya. *

— ——

2 rpid, him. 25.

30 ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, him. 12.
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5). Ditinjau dari segi obyeknya

Dari segi obyek atau sasaran yang terkena oleh jarimah, maka
Jjartmah terbagi kepada:

a. Jarimah perseorangan
b. Jarimah masyarakat”

Pembagian tersebut didasarkan atas tinjauan terhadap orang yang
menjadi korban. Jarimah masyarakat merupakan pidana dimana hukuman
terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik
pidana tersebut mengenai perseorangan ataupun mengenai ketentraman
masyarakat dan keamanannya. Sedang jarimah perseorzingan merupakan
pidana dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi
kepentingan perseorangan.

Yang termasuk jarfmak masyarakat adalah pidana-pidana hudiid
seperti pidana pencurian, zina dan sebagainya, sedang yang termasuk
Jjarfmah perseorangan adalah pidana gisas diyat.

6). Ditinjau dari segi tabiatnya

Dari segi watak atau kebiasaannya, jarimah terbagi atas:

a. Jarimahbiasa

b. Jarimah politik*

3\ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih Jinayah | hlm. 26.

32 Ibid,, him. 27.




Pembagian tersebut didasarkan atas kemaslahatan keamanan dan

ketertiban masyarakat dan atas pemeliharaan sendi-sendinya. Jarimah

biasa adalah jarfmah atau pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa

mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Sedang jarimah politik

adalah jarimah aten pidana yang dilakukan dengan niatan politik tertentu
untuk melawan atau menghancurkan suatu pemerintahan yang sah.

Adapun macam-macam pemidanaan atau hukuman dalam hukum
Islam, dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa
segi, yaitu:®

Pertama, ditinjan dani segi terdapat dan tidak terdapatnya nas
dalam al-Qur’an atau hadis Nabi SAW, hukuman dibagi menjadi dua,
yaitu:

1. Hukuman yang ada nasnya yaitw hudid, gisas, diyat dan kafarah.
Misalnya hukuman-hukuman bagi pezina (hukumannya rajam, jilid,
atau pengasingan satu tahun), pencuri (hukumannya potong tangan),
pembunuh (hukumannya gisas atau diyat) dan sebagainya.

2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut dengan fa zir,

seperti percobaan melakukan jarimah hudiid, jarimah qisas atau diyat

yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah ta'zfr itu sendirt.

33 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Figih Jinayah , him. 66-68.
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Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan

hukuman lainnya, terbagi menjadi empat:

1.

Hukuman pokok, yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti
hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja,
hukuman divat bagi pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali
bagi pezina gair muhsan.

Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan
hukuman pokok, yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan,
seperti hukuman fa zfr dijatuhkan kepada pelaku jarimah hudid yang
didakwakan mengandung unsur kesamaran- atau syubhat.

Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi
hukuman pokok. Seperti pembunuh pewaris, tidak mendapatkan
warisan dari harta si terbunuh.

Hukuman pelengkap, yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman
pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui putusan tersendiﬁ
oleh hakim. Seperti pemeccatan suatu Jabatan bagi pegawai karena
melakukan tindak kejahatan tertentu.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan

perat ringannya hukuman, terbagi atas dua macam:

Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah

ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah
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atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan
hukuman lain.

Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai b‘atas
tertinggi dan terendah. Di sini hakim dapat memilih jenis hukumnan
yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan
hakim ini hanya ada pada hukuman yang termasuk kelompok ta zir.

Keempat, ditinjau dari segi obyek dilakukannya hukuman, terbagi

dalam;:

1.

Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota

. badan manusia seperti hukuman potohg tangan dan dera.

Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati

Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau
hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah, seperti perampasan

(penyitaan), divat, dan denda.

Macam-Macam Tindak Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Positif

Hukum positif membedakan jenis-jenis atau macam-macam tindak

pidana atas dasar-dasar tertentu yaitu:*

1.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

34 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 , hlm. 117.
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Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan
tindak pidana materiil.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja
dan tidak sengaja.

Berdasarkan bentuk perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana positif,
dan tindak pidana negatif.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak
pidana yang terjadi seketika dan yang terjadi dalam jangka waktu yang

lama.

Berdasarkan sumbernya, dibedakan anfara tindak pidana umum dan tindak

pidana khusus.

Berdasarkan subyek hukumnya dibedakan antara tindak pidana communia

(dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana proporia (hanya
dilakukan oleh orang dalam kualitas pribadi tertentu).

Berdasarkan perlu tidaknyé pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan
antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara
tindak pidana bentuk pokok yang diperberat dan yang diperingan.
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tidak terbatas

macamnya.

Berdasarkan bilangan berapa kali perbuatan dilakukan, dibedakan antara

(indak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
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Jenis tindak pidana menurut sistem Undang-Undang dalam KUHP
terbagi kepada jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang
dimaksud dengan kejahatan (rechtdelicten) adalah suatu perbuatan yang
mengandung ketidakadilan, dan perbuatan tersebut sudah patut dilarang dan
diancam dengan hukuman, meskipun perbuartan tersebut belum dilarang dan
diancam dengan undang-undang. Sedang yang dimaksud dengan pelanggaran
(wetsdelicren) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum apabila
uatan tersebut telah dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

perb

undang.® Dalam sistem hukum pidana menurut KUHP, hukuman untuk

pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, jenis hukumannnya lebih
berat daripada jenis pidana pelanggaran.

Jenis tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya dibedakan
antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil
adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya

perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang atau peraturan

pidana. Seperti pencurian (pasal 362 KUHP), dengan selesainya perbuatan

yang berupa mengambil barang orang lain dengan tidak sah, maka dianggap
telah terjadi kejahatan pencurian. Sedang tindak pidana materil adalah tindak
pidana yang telah selesai apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Seperti

35 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil, (Yogyakarta: Kurnia Katam, 2005), him. 80-81,
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pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang dianggap dengan pidana pembunuhan
adalah hilangnya nyawa orang lain atau akibat dari suatu perbuatan yang
dapat menghilangkan nyawa orang lain **

Jenis tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan
antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak
sengaja (culpose delicten). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang
dilakukan dengan kesengajaan atau adanya unsur kesengajaan, Misalnya pasal
338 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan. Tindak
pidana culpa (dengan tidak sengaja) adalah tindak pidana yang dilakukan
dengan tidak adanya unsur 'kcsengajaan. Misalnya pasal 351 (3) KUHP
tentang pembunuhan tidak sengaja yang disebabkan penganiayaan dan
berakibat matinya orang lain.”’

Jenis tindak pidana berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan
antara tindak pidana aktif (commissionis delicten) dan tindak pidana pasif
(ommissionis delicten). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang berupa
pelanggaran yang berupa larangan yang terdiri dari perbuatan-perbuatan yang
terjadi karena melakukan suatu perbuatan, seperti pencurian, pemerkosaan,
Adapun tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran

terhadap suatu keharusan yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan,

3 ¢ & T Tansil, Pengantar Iimu Hukunm dan Tata Hukum Di Indonesia | him. 288.

37 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 , hlm. 124,
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Misalnya adalah pasal 164 KUHP tentang orang yang tidak mau melaporkan
pada yang berwajib padahal ia tahu ada komplotan penjahat yang mempunyai
niatan untuk menghancurkan pemerintahan atau merobohkan negara.®

Jenis tindak pidana berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,
dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika (aflopende delicten) dan
tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama (voortdurende delicten). Tindak
pidana yang terjadi seketika adalah tindak pidana yang terjadi dalam waktu
seketika atau waktu singkat saja. Misalnya pemerkosaan (pasal 285 KUHP),
jika perbuatan menyetubuhi wanita yang bukan istrinya dengan paksaan itu
telah selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Tindak
pidana dalam waktu lama yaitu tindak pidana yang dilakukan sedemikian
rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.” Misalnya
pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan (termasuk’ penyanderaan)
yang berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban
dibebaskan.

Jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak
pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua

tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai modifikasi hukum pidana

3% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil | hal. 89.

1 Adami Chazawi, Pelajaran HuktimPidana Bagian 2 , hal. 126.
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materil (tindak-tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam buku II dan
buku IIl KUHP). Sedang tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana
yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU
No. 31 Th. 1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Th. 1997), tindak
pidana narkotika (UU No. 22 Th. 1997).%

Jenis tindak pidana berdasarkan subyek hukumnya, dibedakan antara
tindak pidana communia dan tindak pidana proporia. Tindak pidana
communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau
setiap orang. Sedang tindak pidana proporia adalah tindak pidana yang hanya
dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas pribadi
tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri, tentara
dan sebagainya.”

Jenis tindak pidana berdasarkan pertu tidaknya pengaduan dalam hal
penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak perlu
adanya pengaduan yang bersangkutan (penderita atau korban), tetapi cukup

dapat dituntut oleh penuntut umum atau kejaksaan apabila pelaku kejahatan

telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Tindak pidana

aduan adalah tindak-tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan

4 rhid, him. 127.
a1 ¢ ¢ T Kansil, Penganiar Timu Hulum dan Tata Hukum Di Indonesia | him. 290.
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dari pihak penderita atau korban, seperti tindak pidana penghinaan, perzinaan,
pencurian dalam keluarga, penipuan dalam keluarga, dan sebagainya.*
Jenis tindak pidana berdasarkan berat ringannya pidana yang

diancamkan, dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk sederhana

(eenvoudige delicten), dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde
delicter) dan yang diperingan (geprevelegeerde delicten). Tindak pidana
dalam bentuk sederhana adalah tindak pidana yang terdini dari delik pokok
beserta unsur-unsurnya, seperti pidana pencurian yang meliputi unsur pokok
yaitu: mengambil, suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
secara melawﬁn hukum. Tindak pidana dalam bentuk yang diperberat adalah
tindak pidana yang terdiri dari delik pokok beserta unsur-unsumya ditambah
dengan unsur-unsur lain sehingga mengakibatkan ancaman pidananya
diperberat, misalnya pembunuhan yang direncanakan, pencurian dengan
Kekerasan dan lain-lain. Sedang yang dimaksud dengan tindak pidana dalam
peringan adalah tindak pidana yang terdiri darn delik pokok

bentuk yang di

beserta  unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsur lain yang

mengakibatkan ancaman pidananya diperingan. Misalnya pasal 341 KUHP,

unsur yang memperingan hukumannya adalah subyek hukumnya, yakni

-

22 g AKX Muh Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP
mni, 1986), him. 110. ;
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seorang ibu dan obyek kejahatannya adalah nyawa bayinya sendiri yang ia
bunuh.”

Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi,
tidak terbatas macamnya. Tindak pidana seperti jenis ini adalah tindak pidana
yang bisa meliputi tindak pidana terhadap nyawa, terhadap harta benda, tindak
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan
sebagainya.*

Jenis tindak pidana berdasarkan jumlah atau bilangan perbuatan
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak
pidana bérangkai (sameﬁgestelde delicten), Tindak pidana tunggal adalah
tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali
saja. Misalnya pasal 480 KUHP tentang penadahan yang dilakukan sekali dan
bukan sebagai kebiasaan. Sedang yang dimaksud tindak pidana berangkai
adalah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan atau dilakukan
secara berulang. Misalnya pasal 481 ayat 1, dimana perbuatan membeli,
ar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang

menuk
diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Dengan kata lain

delik ini disebut juga dengan delik kebiasaan *

e

43 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil ..., him. 90.
4 5 dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 , hlm. 119,

4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil , him. 93.
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Macam-macam pemidanaan atau hukuman dalam hukum positif telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana. Adapun
mengenai bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan utamanya mengacu
pada KUHP, namun untuk tindak pidana khusus (tindak pidana yang diatur di
luar KUHP), ternyata ada pertuasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana

tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan
jenis-jenis pidana atau hukuman sebagaimana dalam pasal 10 KUHP yang
membagi jenis pidana kepada jenis pidana pokok dan pidana tambahan:

Jenis pidana yaitu:
a. Pidana pokok:
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda
5. Pidana tutupan (UU No. 20/1946)

b. Pidana tambahan
1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

2. Perampasan beberapa barang yang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.*®

Dengan demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman selain

yang sudah dirumuskan dalam pasal 10 KUHP.

a. Pidana Pokok
Pidana mati (death penalty) adalah pidana yang terberat dari semua

pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang berat, misalnya

pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekeras
an

% R_ Sugandhi, KUHP dan Penjelasammya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 12




(pasal 365 ayat 4 KUHP), dan pemberontakan yang diatur dalam pasal -

124 KUHP.
mati menurut pasal 329 HIR dilaksanakan dihadapan

Hukuman
gawai lain yang ditunjuk olehnya, dan

Jaksa yang bersangkutan atau pe
q tidak dapat dilihat ole
uman mati menjadi sakit gila, pelaksanaan

selalu diusahakan supay h orang banyak. Apabila i

m waktu dij atuhkan huk

terhuku
nyakitnya sembuh, demikian pula

puan yang sedang hamil dipertangguhkan

um seorang perem
ir. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan

hukuman itu dipertangguhkan sampai pe

bila terhuk

sampai anaknyd lah
erah hukum pengadilan y
|

atu tempat dalam da

ditembak sampai mati di Y
gkat pertam_a.‘”
‘: 1

utusan dalam tin
(,‘mprisonment) adalah hukuman - yang
ukuman penjara |

yang menjatuhkan P
man penjar?
aan ate! keb
an xurungan,

Huku
chasan Ses€Orang- H

batasi yxemerdek
karena hukuman penjara

mem
daripada hukum

adap berbag®!

diancamkan terh
aran atau

sedang hukuman kurungan
akukan karena

jebih berat
kejahatan;
kejahatan yang di

ditujukan kepada penjahat yang

M ngamr
fum P
ss R Soesilo pokol-Poko P Sinar Grafike, 2
y ,(Jakaltai inar Gralika, 005), him.
ok HR pidand
feori P rakte |

48 | eden Marpaung.
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menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum

umn 15 tahun.®
tahun ini dapat dilampaui sampai 20 {

satu hari dan maksim

Maksimum 15 (lima belas)
ahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh

tahun dalam hal-hal: kej
mati, gabungan kejabatan, mengulangi kejahatan, dan karena .
l Ii

dihukum
i tindak pidana di lvar |

al 52 KUHP. Adapun mengena

peraturan dalam pas
aj tindak pidana ckonomi, sebagaimana

yaitu khusus mengen

KUHP,
1959, hukuman penjara yang

al 2 Penpres No. 5/
tahun dan maksimum 20 tahun.

daripada hukuman penjara. Lebih

tersebut dalam Ppas
ialah minimum 1
gan lebih ringa?
al melakukan pekerjaan

peralatad yang dibutuhkan terhukum sehari-hari,

diancamkan

Hukuman kurun

ringan antara Jain, dalam h

kebolehan membawd
t dan Jain-lain.
¢ dilaksanakan dengan batasan paling

yrungan’ dapa
hari dan paling [ama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan :
i sebagai berikut: j

misalnya tempat tidur, selmt!

sedikit satv
ntukan dalam

KUHP yang berbuny.

ini dite
se ama-lamaryd satu tahun empat bulan

Jamanyd S ur

amanyd poleh dijatt bl S atu tahum sebab ditambah karena
hal hucut o ;’;’ atan, ka perulang melakukan kejahatan
pasal 52

a .
ki 'eﬁu;f;f Fdak poleh lebif

Jama dari satu tahun empat

(3) Pidand 7
bulan.” o
g Perattr®? {mum Dan Delik ~Delik Khusus, him.

J
ok Huko" pidan?
N
|

4 \
R. Soesilo, Poko
f

6.




57

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara, umumnya terpidana

penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan. Dari sudut
perbuatan Undang-Undang pada umumnya biasanya pidana kurungan
pada kej ahatan-kejahatan ¢

¢ penalty) selain diancamkan kepada pelaku

diancamkan ke ulpa (kelalaian).”!

Hukuman denda (fin
ga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya

pelanggaran ju
) atau jumulatif (gabungan). Jumlah yang dapat

sebagai alternatif (pilihan
berdasarkan pasal 30 KUHP adalah

da hukuman denda

ma sen, sedang jumlah
denda berdasarkan Rancangan Undang-

dikenakan pa
maksimum tidak ditentukan,

minimum dua puluh li

Jumlah besarnyd hukuma?

Undang KUHP yan
g panyak tig? ratus juta supiah.”
ah merupakan tambahan kedalam pasal

g baru paling sedikit adalah seribu lima ratus rupiah

sedang palin

No. 20 / 1946, yang maksudnya sebagaimana

o xunp melaui U
g menyatakan bahwa dalam mengadili

tertuang dalam pasal 2 252 1 yan
kejahataﬂ, yang diancarm dengan pidana penjara
ud yang patut dihormati, hakim boleh
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askKan

kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
i
i

b. Pidana Tambahan
Hukuman tambahan perupa pencabutan hak-hak tertentu, tidak i
| » W
dapat dilakukan terhadap pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseoran i
g x
i

batkan kematian hak-hak perdatanya, ~artinya
? i
.1!

yang dapat mengaki
ak mungkin akan dij
5 tidak akan dapat hidu

atuhi pencabutan semua haknya, karena :

seseorang tid
p. Menurut pasal 35 KUHP
i

dengan demikian itV i

hak-hak yan

1) Hak menjabat segala jabatan 634 jabatan yang terfentu

2) Hak menjadi militer - it

3) Hak memilih dar dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena v
]|~iI

undang-undang umum ’
4) Hak menjadi penasihat atau wabh,
knya sendirt

daripada an
saun papak, P
ng ditentukar =
|

5) Hak fkekud
'
cabut oleh hakim sifatnya tidak

qtau wali pengawas atas orang lain |
b

erwatian dan pengampuan alas anaknya
i

sendiri _
6) Hak melakukan pekerjadry

Hak-hak tertentt yang dapat di

ntu saja, kecuali bila -

untuk selama-lam

giutan di Jtuhi pidand mati.

yang perupa peram

pidana tamb
putusan P4 ias suata perkare mengena it ferpidana
:"!5

yang bersan
pasan barang tertentu,

merupakan

UH } ( »
..l
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Barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang mil
g milik

terpidana yang di gunakan untuk melaksanakan kejahatan

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana ialah
i

* nya
uang palsu dari ke_]ahatall pe"lalsuan ua."g, Sma‘t cek palsu dari kejah tall
H

t, maupun berupa barang-barang yang digunakan dalam

pemalsuan sura
seperti pisau yang digunakan dalam kejahatan

melakukan kejahatan,

an atau penganiayaar.

pembunuh
pengumuman putusan hakim, dimaksudkan

Pidana tambahan
gumumkan kepada |chalayak ramai (umum) agar derigan

umum lebih berhati

akim dalam surat kabar tertentu. Pidana

untuk men

demikian masyarakat

ditentukan oleh b
an hakim hanya dapat dljalllhkaﬂ dalam hal-hal yang

-hati terhadap si terhukum

Biasanya

pengumuman putus

ntukan dalam Und misalnya pasal 128, 206, 361

377 KUHP.
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PANDAN
GAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PENTAND s

DARURAT SERTA TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Teori
eori Darurat Dalam Hukum Islam

l. 1. .
Pengertian Darurat dan Dasar Hukumnya
Dalam hukum [slam, kata darurat secara Jughat berasal dari
dari
13 “ . 3y, = ®°
yadurrit, darran, (' X< =) --ym), yang mempunyai

bahasa Arab darra,
secara bahasa

1 Dengan kata lain,

membcﬁ mudarat.
a, atau kebutuhan yang

g merusak, memaks

umumnya, atau musibah yang

arti merusak atau

darurat berartl keadaan yan
jasaannyad pada tidak

mendesak di Juar keb

bisa dihindari.
an sebagai suatu keadaan dimana

Menurut istilah, darurat diartik
yang apabila

ada suatt bat
a akan dapat mencelakakamya_z

seseorang sampai P as, tidak melakukan suatu

g dilarang mak
darurat  sebagai

perbuata'rl yan
7ahrah mendefinisikan

Muhammad Abl
jika tidak memakan yang

nnya hidup

kekhawatira akan reranca
diharamkan, 2! ichawatir ¢ jusnalnya harte atau seseorang yang
kepentingaﬂn a yang mendasar, dan hal itu tidak dapat

\ sedang terancail
Pustaka Progresif, 1984)

1

|

! : J-Mun
LmaMVIryKamm 4

di Hulwm Is

awwir's (Surabaya:

| Ahmad Warso! M
lam, (Jakartd: [chtiar Baru Van Hoeve,

!]. hlm.8]
! ~ 8.
an, j-}L?fkfape

: _
Abdul AZlZ D
2003), him. 260.
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dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak

orang lain.’

Menurut Wahbah al-Zuhailliy darurat adalah datangnya kondisi .

g amat berat kepada diri manusia, yang

bahaya atau kesulitan yan
a kerusakan atau kahawatir akan .
4

membuat dia khawatir akan terjadiny
datangnya sesuatu yang menyakiti jiwé, anggota tubuh, kehormatan, akal,
dengannya. Ketika keadaan itu terjadi,

harta, keturunan dan yang bertalian
an atau meninggalkan yang

yang diharamk :
!

maka boleh mengerjakan
pelaksanaanaya guna menghindari

u menunda waktu
rakan akad menin
ptukan oleh 74 4

diwajibkan, at2
1
akan oleh Wahbah az-Zuhailliy |
l
X

kemudaratan yang diperki pa dirinya selama tak keluar
u .
yang telab dite
yang dikemukK

o menjangka® segald
memanfaatkan harta orang

dari syarat-syarat

Definisi dary at
jenis kemudaratan, yaitu Jf

tekanan teror atau paksaan,

dan sebagaily? dan meninggalkan

kan. Definisi ini memperli

au

hatkan

mpertahankan Jima tujuan

aus,1994), hlm. 43 dan 362.

a:pustakd fird

_ [ag_ﬁqfh,( _ _
ahrah, st [slant; Studi Banding Dengan _
d Aou? y jam HUP ) fedia Utama, 1997), Bim. ‘
S .
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Para ulama telah sepakat batiwa dalam keadaan darurat seseoran

boleh melanggar larangan syara’, hal ini tentu saja apabila darurat tela}gl
sempurna sifatnya yakni telah dipenuhi syarat-syarat darurat, dalam
wrna Seseorang boleh memakan bangkai

keadaan darurat yang telah semp

apabila ia sedang kelaparan yang sangat par
a terpaksa, menggali mayit setelah mayit tersebut dikubur

ah, mengucapkan kalimat
i

kufur karen
seperti oleh karena mayit tersebut

tu karend darurat

ikubur tidak menghad

belum dimandikan, atau d

untuk keperluan terten
ap ke kiblat, atau

ah atat memakai pakain secard gasab.’

dikuburkan dalam tan
yang dimakstt
epada apa y
atay mendorongny? untuk  tejeruos ke

jkian itu bisa beras

a hal-hal demt

paksaan dari orang kuat rerhadap 0rang lemah agar melakukan
ak dirinyd: '
dan Hherdh

d dengan Kketerpaksaan adalah keadaan yang

Adapun
ang merusak serta membebankannya

mendorong manusia K
dalamnya. Keadaan yang -
| I
|

 maksakan kepad al dari diri seseorang

seperti

mempunyai pengertian yang hampir

iholehkan melakukan sesuatu

sesuatu yans merus

tuk darurat adalah

adanya keterlibatan manusia

keterpaksaan yang i
Kehausa, dan lain-lain. Adapun ikrah

kelap g
. mbul dengan 2 adanyd keterlibatan manusia

Baks al- Suyu‘l af—Asybah Wa al-Nazdir,

ul d’w@, on AbT B

5 jalaluddin
(Surabaya: al- Hidayah 1975): bl

60.
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seperti orang yang diancam dengan senjata untuk mengucapakan kalimat

kufur.®

Dalam hal sesuatu yang diharamkan it juga terdapat adanya hal
yang dibolehkan karena suatu sebab. Seperti pada asalnya memakan
hukumnya, akan tetapi karena kemudaratan itu

bangkai adalah haram
ia betul-betul merasa khawatic akan

ar memaksa dimana 1
adanya alasan yang memaksa tersebut

benar-ben:
aka kar¢na
g menjadi dlperbolehk

dalam hukum syara’ yang telah
embolehkan memakan yang

hilangnya jiwa, M
an. Ulama Syafi’iyyah

hukum yang semuta dilarad
enegaskan, bahwa
um maka ia juga M€
gan demikian maka k

keselamatan jiwa atau anggota tubuh,

dan Hanabillah m
ehkan bertayam
rpaksa Den

haram karend te
g mengaﬂcam

an |amanyd sakit, di
yang g dilarang bila m

membol

inya sesuat yan
pandang sebagai hal yang

terjad
emang dipandang

rat persumber pada al-Quran dan hadis

kan apabila seseorang dalam keadaan

g dilarang oleh syara’ tanpa

_Qur'an dijelas
perbuatan yan
maka fa tt

ran surat al-Baqarah ayat

idak berdosa. Hal imi

173 yang
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173 Sesungguhnya Allah hanya men
gharamkan bagimu bangkai
darah, daging pabi, dan binatang yang (ketika disembelih) d;‘_gg;k;,:;

(nama) selain Allah SWT, tetapi barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakanye) g dia tidak menginginkanrya dan

Maka tidak ada dosa baginya.

pa
tidak (pula) melampait batas,
Sesungguhnya Allah  Maha Pengampun  lagi  Maha
Penyayang. (0.5 al-Baqarah: 173).
Dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 145 disebutkan:
7 s y & ¢
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. wrigdatoh Akv peroleh dalam wahyu yan
H Karakang; adaky, sesuatt Yor diharamkan bagi orang yang
cuali kalat makanan it banghai, atau

ging . . Karena Sesungguhnya
mua it k0" qu bindi@g yang disembelih atas nama selain
se o ngsiape yang m keadaan terpaksa, sedang dia
. k' o ngingh ya dan tidak (puta) melampaui batas, Maka
tidak m Tuh g—-— Maha Pengampun lagi Maha
am: 145)

padis Nabi gAW yang d

apat digunakan sebagai

sumber hukwn ¢ ri
y . dﬂ‘dﬂ‘)&‘;ﬂ*‘;dﬂﬁ"‘ﬁ!u-‘-"
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; Syahr bin Hawasyib

’.‘ ncer!!a ,
Telah mé f a‘_"‘/’;},u Bakr al-Hazdli dari
! Jullah SAW  telah bersabda:

Faryabi, fela
menceritaka” kep? Rast
dari Zar

hatt ™
mené'eﬂ’
da kA7
al—Ghﬁr h




“Sesungguhnya Allah
kealpaan serfa apa
Majjah)".’

2. Kriteria - Kriteria Darurat

Pemahaman t

dilakukan, sehingga tidak di
ari kewajiban yang P
i kriteria-lcriteria at

menghindar d

keadaan yang sangat

dielakkan ol

b Keadaan yans

berlangsung:

SWT telah m
yang mere

erhadap darurd

okok

karena itu harus diketahwt

memaksd sehing

yai kekuat® pak

eh orang yan b
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emaafiean umatku dari , kekeliruan dan
ka lakukan karend dipaksa”. (HR. Ibn

¢ secara benar sangat perlu untuk

engaja keluar dan

atau yang asal dari syara’. Oleh

au batasan-batasan darurat.

harus berada dalam
ga ia mendapati dirinya dalam
nhnya dikhawatirkan akan
darurat itu hanya setengah-
darurat itu harus sempurna
mutlak yang tidak bisa

saan yang

edang dihadapi atau sedang

ini adalah keadaan yang

. pukan masih ditunggu,

- sunan Ibn Majjah, Juzl, {(Bairut: Dér




akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-

danya keyakinan akan datangnya bahaya

kekhawatiran

betul ada dalam kenyataan dan 2
dap dirinya. Dalam keadaan
tentuan-ketentuan hukum kecuali guna

yang hakiki terha yang demikian, seseorang

dapat berpegang pada ke
a kaidah: 1
] I}

menghindari bahay2. karena berpegang pad

LT+

fuLiaJU b_;-" l:h}éi"‘;f :;"JJ '-’L'-i-ﬂ-‘ll IV le

“ X ka perhattkanlah n
Apabila dua hal » maﬁadah pertentangan, ma ya g ‘
mufi‘; r;;y; Jebi hygefar dengan melaksanakan yarg mudaratnya lebih -

kecil’
Lo.g:l"{»' r.ﬁ-lﬂ oF cu-\ 13}

dua bahaya. maka ambrllah yang lebih ringan”.

pagi orang Yate terpaksa kecuali melanggar ‘
J

larangan-larangan syard By
g terpaksa tidak punya pilihan lain
melanggar hukum, seperti

a, maka a ia boleh menggunakan yang

haram itu milik

gesuaty yang
ang sebenarmyad ia masih bisa membelt

makanan Orane lain

orang lain. Jadi

dengan alasan

Jang 48!
ki Jslam Dalam Menyelesaikan

Masaiah Masa!a
10 tpid., hlm: 169




d. Tidak melanggar prinsip-prinsip syara’ yang pokok.
-prinsip syara' yang pokok adalah seperti memelihara hak-

an, menunaikan amanah dan

Prinsip
hak orang lain, menciptakan keadil
asuk dari contoh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

sebagainya. Term
g langgeng dengan orang Yahudi,

syara’ adalah mengikat perdamaian yan

oleh berdamai dengan musth kecuali a
s dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum

karena tidak b tas dasar kaidah-
kaidah perjanjian zimma

gaimana kita tidak boleh
olehkan hanyalah ketenangdn sementara yang

Islam. Seba mengakui orang yang merampas atas
tindakannya, yang dib

at diperpanjang sest
itu membatasi diri p2

ai keperluan yang mendesak atau hajat.

masanya dap
da hal yang dibenarkan untuk

Orang yang terpaksa

melakukannya.
arti bahwa dalam menghindarkan

akai tindakan seperfunya, dan tidak berlebih-
surat dalam pandangan para Jfugaha it

am kadar yang semestinya guna

Kriteria 1
darurat hanyd dip
emikian karena da
endah 3tY dal

emudaratal: Oleh karena memb
darurat jtu harus di

keadaan

lebihan. Hal d
r
olehkan yang diharamkan

merupakan patas 1€

menghindari K
dalah darvret sehingt®
Ladamyss 3437 yang dapat menguker besar kecilnya

au ka
endiri yang sedang mengalami

gh orang itw
g demikian ja menjadi hakim atas

pilai menurut

itu a
tingkatannya at

tingkatan daruret adal
am kcadaaﬂ
an untuk menentukarn besar kecilnya



B. Teori Darurat Dal

1. Penge
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tindakan yang ia perlukas gunid menyelamatkan dirinya dari bahaya

menurut syara
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diharamkan, 1
menggunakan atau
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Dalam keadaan darurat
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memakan hal yang dilara?
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umumnya tak mungkin dapat ditentang. Dengan

kekuasaan yang pada
atu kekuatan, suatu paksaan,

dan suatu

demikian, artt overmacht adalah su

yang tidak dapat dihindarkan atau dietakkan."

tekanan yang lebih besar
¢ atau daya paksa dalam hukum pidana
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dalam keadaan terpaksa, karena ia masih dapat melawan atau menghindari

uatu upaya tertentu yang menurut pendapat

pukulan itu, atau dengan $
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dikenal dengan istilah noodtoestand
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empertahankan nyaw
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a.
Harus ada suatu perimbanga antara kepentingat

d : .
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pencurian atau mencuri adalah

Dalam pengerﬁan Yang Jain,
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t dari seg hukumannnya dibagi menjadi dua

ukuman had (potong tangan) dan
g dikenal hukuman

Pencurian diliha
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curian dalam hukum Islam adalah

Dasar hukum dilarangnya pen
am al-Qur’an surat al-

firman-firman Allah SWT sebagaimana terscbut dal
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yang dimaksud dalam Kitab 0]
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an atau mempermudab pencurian itu, atal pada keadaan

mempersiapk
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gi diri sendiri atau
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pemilik, dan barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si
uk ke dalam kekuasaat pencurl

pencuri atau telah mas
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ya. Apabila orang yang kelira dalam
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Refika Aditama,

hukuman yang mesti dikenakan adalah potong tangan, karena dalam keadaan

darurat, pelaku pencuriai dapat terhi
pidana pencurian dalam hukum posi
akan tindak pidana yang termasuk dalam

ndar dari hukuman itu.

Tindak tif seperti yang diatur

dalam KUHP Indonesia, merup

ahatan terhadap kekayaan atau b
uk dalam kejahatan terhadap kekayaan at

arta benda orang lain. Selain

kategori kej
au harta

pencurian, yang termas
g lain adalah pemerasaf, pengancaman (memaksa seseorang

benda oran
penipuan, penggelapan barang,

tuk memberikan sesuatu),

dengan ancainan un
g, serta penghancuran atau pen

an orang yang berpiutan

grusakan

merugik

parang.”
bahwa tindak

Sebagaimana diruni
curian adalah mengambil barang

dengan maksud untuk dimili
pencuri adalah hukuman penjara

uskan dalam pasal 362 KUHP
yang sama sekali atau sebagian

pidana pen
kinya secara melawan

kepunyaafl orang lain

hukum, Hukuman yang dapat dikenakan bagi

a-lamanya lima tahun.”
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dengan sengaja mengambil barang
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ity bharus
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aan berarti adanya kehendak untuk membuat suatu tindakan

atn akibat dari tindakan 1

Kesengaj
. Oleh karena

dan kehendak menimbulkan su
aan merupakan salah satu sebab pelaku pencurian dikenai

faktor kesengaj
encuri yang melakukan aksinya pukan sebagai suatu

hukuman, maka seorang p
ana akan tetapi ja berbuat karena

kesengajaan untuk melanggar pid
at terhindar dari hukuman.

suatu keadaan darurat, ia dap

keterpaksaan dalam
sal 48 KUHP yang

Ketentuan ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam pa

berbunyi:
Orang yang melakukan rindak pidana karend pengaruh daya paksa

tidak dapat drpidana.‘ 3
ya pasal 48 KUHP memberikan dasar tentang tidak dipidananya

Adan
emaksa, dengan kata lain pasal

arepa didorong keadaan m
atuhkan hukuman bagi

gan bagi hukutm untuk menj

elakukan pencurian karena adanya keterpaksaan Y
yang disebabkan oleb keadaan dimana suatu

aya dan untuk menghi

suatu perbuatan k

tersebut memberikan halan

pencuri yang m

g lawan atau hindari,

ang tidak

dapat 1
ndarkan bahaya

kepentingan hukum dalam keadaan bah
ntingan hukum lain (darurat).

sa dilanggar kepe

itu, terpak
ia. darural (noodtoestand) merupakan

aya paksa) sebagaimana yang

dari overmacht (d
daannya adalah jika

i atas, yang perbe
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noodioestand datangnya paksaan it dari keadaan atau peristiwa yang tidak
bisa ia hindari dan mengharuskannya untuk melakukan pelanggaran hukum.

Jika seorang penour melakukan pepcurian karena terpaksa hanya
untuk mempertahankan nyawanya karena pada waktu itu ia benar-benar
g dalam keadaan kelaparan dan tidak mempunyai makan

an untuk

sedan
dijatuhi hukuman, maka hal ini

dupnya, kemudian ia tetap
8 KUHP. Kecuali bila

menyambung hi
an apa yang dimaksud pasal 4

jelas bertentangan deng
puktikan bahwa ja mam
atkan makanan dengan tidak

pu membeli makanan atau mempunyai cara

dapat di
lain untuk mendap

yang dapat membeb

perlu mencuri, maka pasal 48

askan dirinya dari hukuman tidak berlaku baginya.

yang telah dilakukan dalam keadaan

KUHP

Adapun sebab suaft pencurian
darurat (naadroestand) tidak dapat dihukum, pada dasamyd terdapat beberapa
yaitu antara lain:

paham atau alasan,
an telah

am suatu noodtoesrand itu, perbuatan yang dilakuk

1. Bahwa di dal

gan sifatnya sebagal
» Bahwa pelakuﬂya tidak dapat dihukum oleh karena perbuatan
iawabkan kepadanya,

akukan di dalam suaty noodtoestand itn

kehilan perbuatan yang melawan hukum;
yang telah

dan;
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Pemahaman terhadap alasan-alasan tidak dipidananya pencurian

karena dalam keadaan darurat tersebut di atas adalah bahwa sebagaimana

ab sebelumnya, dimana setiap
miliki unsur secara sengaja mel

aka sifat dapat dibukum menjadi

tindak pidana yang dapat

disebutkan dalam b
awan hukum,

dijatuhi hukuman itu harus me
mikian tidak terbukti m

jika unsur yang de
an karena keadaan darurat ti

dak ada unsur secara

s, sedang dalam pencufl

hapw
an-ajasan

awan hukum, karena didorong oleh keterpaksaan. Alas

sengaja mel
au membebaskan hukum

g menghapuskan at

disebut srraﬁtirsluiﬁngsgronden,

an dalam ilmu hukum pidana

yan
elah memenuhi

yakni meskipun perbuatan t

fat dapat dihukum lenyap karena terdapat algsan—alasan

emua unsur delik, si
17 Tidak dapat dihukum dimaksu

$
d karena tidak dapat

yang membébaskannya.

dipcrtanggung-jawabkan.

Syarat-syarat sese

orang dapat dipertanggung jawabkan adalah sebagai

berikut:
gga ia mengerti atau

sedemikian rupa sehil

1. Jiwa geseorang harus

ah dilarang.
tukan kehend

gescorans harus dapat menel

artiny? !
paksaah 18

aung Asas Teort praktik

17 eden MarP "
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Melihat pada syarat-syarat seseorang untuk dapat dipertanggung

jawabkan di atas, terutama bila mengacu pada point ¢, maka dalam pencurian
atau terpaksa jelas ridak ada niat atal kekuatan untuk

ecara sengaja melakukan su

karena darural
atu perbuatan dalam

menyatakan kehendaknya S

tidak dapat dihukum.

dapat dihukum juga
penghapusan pidana
jawabkan kepada pelakunya.

Tidak berarti merupakan suatil penghapusan
dan semua dasar berhubungan dengan dapat

pidana,
perbuatan dipertanggung

tidaknya suatu
" Tentang

“dapat dipertangguns jawabkan” dibedakan antara:"

aarheid, yaitu 0Tang yang

pat dipeﬁanggung-jaw

melakukan suatt perbuatan

Omroerekeningsvarb
abkan kepada

suatu  hal tidak da
am hal ini; tidak da

1.

pat dipertanggtmg—j gwabkan

perbuata:mya. Dal
ayat 1 KUHPdL yang

an dengan orangnya-. Misalnya pasal 44

parangsiapd melalukan suatu perbuaidl yang
a oleh karend permmbuhan

pi
tan, ng-jawabkan .
e sempuing, atau karend gangguan penyakit Pa

perbuatannya yang tidak dapat
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an dihubungkan dengan perbuatannya. Misalnya

dipertanggung-jawabk

pasal 48 KUHP yang berbunyi:
Orang yang melakukan tindak pidana karend
tidak dapat dipidana®!

pengaruh daya palkesa

Dilakukannya tindakan pencurian ketika dalam keadaan darural yang
uk mencuri (misamya) karena lapar yang sangat parah

dan uang untuk membelinya,

dimakan menyebabkan kemati

memaksa seseorang unt
ia tidak puny2 makanan ehingga apabila

gesuatu yang dapat

sedang
annya,

ia tidak mencuri
an semacam itu tidak dapat

yang demikian, pencuri

maka dalam keadaan
kehilangan sifat

ukuman, karena perbuatail
a dan pelakunya tidak da

yang memaksa tersebut.

dijatubi h pencurianitya itu telah
melawan hukumiy pat dimintai pertangung jawaban

hukum oleh karend keadaan

an Teori Darurat Menurut

. Analisis Tentang Persamaai dan Perbeda

Hukum Islam dan Hukum Positif.

ukum positif

am maupull h
g kepada diri ™

pukum 18!
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rsebut ia yakin benar bahwa hal tersebutlah

melakukan pelanggaran hukum té
ara bahaya karena keadaan luar

yang dapat menyelamatkan dirinya dari m

biasa yang memaksanya it.

Segi persamaan lainnya adalah mengenal unsur darurat,
hukum positif mé

;tu adatah keadaan yang m

ngharuskan bahwa dalam kondisi

hukum Islam maupun
emang benar-benar

g dihadapi seseorang

darurat yan
gu datangnya

atau sedang terjadi dan bukan sedang menung

sebut, untuk menyel

n dengan melanggar hu

memaksa, sudah
amatkan dirinya, orang tersebut

an memaksa ter
kum, dan harus ada

keada
tidak memiliki jalan jain selai
nilai dari kepentingan yans diselamatkan dan nilai dari

erimbangan antara

gan yang dikorb

P
ankan, yakni apabila kedua kepentingan jtu sarna

kepentin
esar dari pada yang

peratnya atad Kkepentingan yang diselamatkan jtu lebih b

dikorbankan. -
Selain dari segi unsts, persamaan antara hukum Islam dan hukum
rurat adalah mengenai efek atau

akibat dari suatu



104

Telah menceritakan kepada

al-Faryabi, telah
telah menceritakan kepadanyd Abu Bakr al-Hadzali dari Syahr
pin Hawasyib dari Abu Dzar al-Ghiffari, Rasullullah SAW telah

- Allah SWT telah memaafkan dari
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antara hukum {stam dan hukum
ukum positif tidak ada batas

ana tertentt yange tidak dapat dipengaruhi oleh

sa (darurat), artinya - dalam hukum

positif

mengenai darurat adalah bahwa dalam h

Kketentuan atat perkara pid

keadaan yang memak

paksaal atau
hi oleh darurat, dan tindak

pidana dapat dipengart
rat itu tidak dapat

positif semua tindak

yang telah dipengaruhi oleh keadaan daru

pidana
dikenai hukumar.

Lain halnya dengan hukum positif,

ndak-tindak pidana tertentu  yans

Jarurat, yokni

adanya i
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A. Kesimpulan

1. Hukum Islam maupun hukum positif mengartikan darurat sebagai suati
aan bahaya yang men
jmana dalam keada

iri dari bahayd terseb

ga maupun harta

gancam keselamatan jiwa 1a
n untuk

kead
an tersebut tidak ada jalan lai

manusia, d
dengan melakukan

ut kecuali

menyelamatkan d
atu peristiwa pidana.

perkara pidana pencurian baik

a unsur darurat dalam

5. Akibat dari adany
am maupull hukum poO

menurut hukum Isl

pidana pencurian

sitif memandang bahwa

yang di dalamnya terdapat unsur darurat,

perbuatat
akunya tetap

pencurian karena darurdl tersebut pel

i unsur darural tersebut hanya sebatas untuk
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a hanya untuk mempertahankan diri atau hidupnya dari

cam kematiannya atau ia mel

melakukanny
akukannya Karena

kelaparan yang mengal

aksaan dari pihak lain yang jauh jebih kuat dan ia tidak berdaya

ada p

untuk melawannya.
5 Kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan  sebagainy?,
arti dan maksud darurat itu sendiri,

hendaklah memahami dengan baik
sehingga arti, maksud maupun tujuan disyari’atkannya darurat tidak

ah artikan ataupun dis
arl beban dan kewajib

alahgunakan untuk menghindarkan atau

disal
an hukum yang semestinya ditaati

melepaskan diri d
aik-baiknya.
egakkan sﬁpremasi h
rcipta adanya Kkeadilan hukum

alankan dengan seb

rintah hendaklah men ukum seﬁnggi.‘

dan dij
3. Kepada peme
tingginya dan setegas-tegasnyd sehingga i€

ditengah-ten gah masyarakat.
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enulisan skripsi ini dapat ‘

sebesar-besarnya. Semoga dengan selesainya p

bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain umumnnya. Amin.

Purwokerto, Maret 2008

e
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SERTIFIKAT ¥
Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al R.163/ 2006 ui
Diberikan Kepada : : ¢
Nama Vi Ye M 14 €111 1 WOT——— 15K
Tempal/Tgl. Lahir . .. Purhalinggas.23.Resembar. 1984 ... 3
NIM ¢ . Q2264008 e —— : }
karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggrisl Tahun Akjaden.ﬂk 200212903, (',:
Selama dua semester dengan bobot komulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut : € !
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: d
1; Listening A ::‘,
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A G
3 Reading €
. — C+ C+ e
4 Writing 1
' —T C 3
(o M X
5. Structure c (¢ ‘ ::
Jo
6. Translation | :;
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PURWOKERTO

JURUSAN SYARIAH
Adumat: 3. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax, 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETZRANGAN
Sti. 23/KJS/PPr.00.9/<} © 2008

Yang beitanda tangan Ji bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

As ad Malik Karim

Nama

NIM . 022640009
Semester X

Prodi - AS
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. apat digunakan sebagaimana
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Mmest nya.

ebruari 2008.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Nama Penulis
l. Nama
C Te |
3 mpat, Tanggal Lahir . purbalingga, 23 Desember 1984
. Jeni |
* s Relemit : I aki-laki
' Status |
: - Belum Nikah
6. Kewarganegaraan | Indonesm
7‘ Agam - Jstam
e Baleraksa [1 RT 01/ RW 04
Kec Karangmoncol
Kab purbalingg?
B,
Nama Orang Tua
1- Sepak Drs. Edi gjnamo
e Toingabs S.P
C
. P .
ekerjaan Orangtua
L. Ayah curo
D " oo Guru
. Pend:d:
endidikan FOI’mal
1.
2 MIA Baleraksa Il Julus Tahufl 1996
3- MTs N Karanganyaf tulus Tahv? 1999
4. MA N 1 Purwokerto julus 2002 1 08
. STAIN Purwokerto J urusail yari’ah jul
par-Dé '
s arct 200
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emikian daftar riway at
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